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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

 

I. UMUM 

 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah 

Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kearsipan 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan 

ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan 

Kearsipan di Daerah. Memperhatikan hal tersebut, Penyelenggaraan 

Kearsipan harus diatur secara komprehensif, terpadu dan 

berkesinambungan untuk mendukung terwujudnya Penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, menjamin perlindungan hak keperdataan, peningkatan kualitas 

pelayanan publik dan pertanggungjawaban daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk 

menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, 

pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan 

hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “keautentikan dan keterpercayaan”  

adalah Penyelenggaraan Kearsipan harus berpegang pada asas 

menjaga keaslian dan keterpercayaan Arsip sehingga dapat 

digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas “keutuhan” adalah Penyelenggaraan 

Kearsipan harus menjaga kelengkapan Arsip dari upaya 

pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun 

fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan 

keterpercayaan Arsip. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “asal-usul” adalah asas yang 

dilakukan untuk menjaga Arsip tetap terkelola dalam satu 

kesatuan pencipta Arsip (provenance), tidak dicampur dengan 

Arsip yang berasal dari pencipta Arsip lain, sehingga Arsip dapat 

melekat pada konteks penciptaannya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “aturan asli” adalah asas yang 

dilakukan untuk menjaga Arsip tetap ditata sesuai dengan 

pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip 

masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta Arsip. 
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Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus memberikan jaminan 

keamanan Arsip dari kemungkinan kebocoran dan 

penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. 

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus dapat menjamin 

terselamatnya Arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan 

oleh alam maupun perbuatan manusia. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber 

daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi 

dibidang Kearsipan. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan asas “keresponsifan” adalah 

Penyelenggara Kearsipan harus tanggap atas permasalahan 

Kearsipan maupun masalah lain yang berkaitan dengan 

Kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, 

kerusakan atau hilangnya Arsip. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan asas “keantisipatifan” adalah 

Penyelenggara Kearsipan harus didasari pada antisipasi atau 

kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan 

perkembangan pentingnya Arsip bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Huruf j 

Yang dimaksud dengan asas “kepartisipatifan” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus memberikan ruang untuk 

peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang Kearsipan. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus memperhatikan Arsip sebagai 

bahan akuntabiltas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan 

peristiwa yang direkam. 
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Huruf l 

Yang dimaksud dengan asas “kemanfatan” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus dapat memberikan manfaat 

bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan harus dapat memberikan 

kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat 

untuk memanfaatkan Arsip. 

Huruf n 

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah 

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan 

memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perusahaan swasta yang kantor 

usahanya dalam 1 (satu) Daerah” adalah perusahaan swasta 

yang hanya memiliki kantor di Kota Bontang dan tidak memiliki 

cabang di Daerah lain. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 
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Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Perusahaan swasta yang kantor 

usahanya dalam 1 (satu) Daerah” adalah perusahaan swasta 

yang hanya memiliki kantor di Kota Bontang dan tidak memiliki 

cabang di Daerah lain. 

Huruf e 

Cukup jelas.  

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
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Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
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Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Perusahaan swasta yang kantor 

usahanya dalam 1 (satu) Daerah” adalah perusahaan 

swasta yang hanya memiliki kantor di Kota Bontang dan 

tidak memiliki cabang di Daerah lain. 

 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 
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Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 
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Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 
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